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ABSTRAK

Salah satu usaha yang sedang marak berkembang adalah usaha jasa pencucian
pakaian (laundry) sesuai dengan kritreria usaha mikro, kecil dan menengah, usaha
jasa pencucian pakaian (laundry) ini termasuk salah satu bentuk usaha mikro yang
diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah. Dampak dari usaha jasa pencucian pakaian (laundry) ini adalah limbah
cucian pakaian yang menyebabkan harus adanya peran pemerintah dalam menangani
hal tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun
lingkungan. Bentuk peran pemerintah tersebut adalah dengan adanya pemberian izin
yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang
atau badan melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Sehingga nantinya usaha jasa
pencucian pakaian (laundry) tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat dan
gangguan terhadap lingkungan. Sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan aturan
berupa Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha
Mikro dan Kecil. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimana
pelaksanaan pemberian izin usaha mikro di Kota Padang. Kedua, Bagaimana kendala
izin usaha mikro yang terkait dengan usaha jasa pencucian pakaian (laundry) di Kota
Padang. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu menggambarkan kebijakan
pemerintahan yang dikaitkan dengan pemberian izin usaha mikro. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan
dengan cara menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung turun
kelapangan dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku
serta penerapannya. Pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil di Kota
Padang sebelumnya diberikan oleh Camat namun sejak tahun 2018 pelayanan
pemberian izin usaha mikro dan kecil diberikan melalui Lembaga OSS secara online.
Adapun kendala yang menjadi penghalang dalam pemberian izin adalah kurangnya
sosialisasi, kurangnya wawasan masyarakat dan tidak adanya sanksi. Untuk itu
diharapkan agar pemerintah memberikan sosialisasi yang jelas kepada pelaku usaha
mengenai tata cara mengurus izin usaha mikro serta diharapkan agar pemerintah
menetapkan sanksi yang jelas bagi para pelaku usaha mikro yang tidak memiliki izin.
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